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ABSTRAK

Pada penelitian kali ini, penulis bertujuan untuk menganalisis.pertama.bentuk
pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat deepfake bermuatan pornografi.
Munculnya kasus deepfake bermuatan pornografi menmmbulkan resiko pencemaran
nama baik dan membuat tercorengnya reputasi sescorang akibat konten palsu yang
viral; kedua, penulis juga menganalisis apakah hukum positif Indonesia terhadap
pembuat deepfake bermuatan pornografi sudah cukup lkuat atau diperlukan
pembaharuan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (sratute approach) sebagai kerangka analisis utama. Serta
menganalisis bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2024, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang
Pornografi, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang
Perlindungan Data Pribadi.

Hasil penelitian i1 menunjukkan bahwa, pertama. hukum positif Indonesia
yang ada saat in1 sebenarnya memiliki jangkauan terhadap kasus deepfake bermuatan
pornografi, namun karena tidak ada pasal yang secara eksplisit mengatur deepfake,
membuat norma hukum nejadi tumpang tindih: kedua, Indonesia baru menyediakan
dasar hukum vwmum. tanpa mengatur secara spesifik yang mengakibatkan aparat
penegak hukum harus menggunakan analogi yang dapat menimbulkan ketidak pastian
dan ketidak seragaman hukum. Dengan demikian. diperlukan pembaharuan pasal yang
lebih spesifik mengatur deepfake bermuatan pormografi agar tidak ada tumpang tindih
norma hukum.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Data Pribadi, Deepfake, Pornografi.

wvii



ABSTRACT

In this study, the author aims to analyze, first, the form of criminal liability for
creators of pornographic deepfakes. The emergence of pornographic deepfake cases
poses a risk of defamation and tarnishes a person's reputation due to viral fake content;
second, author also analyzes whether Indonesian positive law against creators of
pornographic deepfakes is sufficiently robust or whether legal reform is needed.

This study uses a normative juridical method with a statute approach as the
main analytical framework. It also analyzes primary legal materials in the form of the
Criminal Code, Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning
Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 1 of 2024, Law
of the Republic of Indonesia Number 44 of 2008 concerning Pornography, and Law of
the Republic of Indonesia Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.

The results of this study show thatfirst, Indonesias current positive law
actually has scope to cover cases of pornographic deepfakes, but because there are no
articles that explicitly regulate deepfakes, legal norms become overlapping. second,
Indonesia only provides a general legal basis, without specific regulations, resulting in
law enforcement officers having to use analogies that can create uncertainty and lack
of legal uniformity. Thus, it is necessary to update the articles that more specifically
regulate pornographic deepfakes to avoid overlapping legal norms.

Keywords : Criminal liability, Personal Data, Deepfakes, Pornography.
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